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 !PENURUNAN DWELLING TIME

Menhub Evaluasi Tarif Progresif di Priok
JAKARTA — Kementerian Perhubungan akan 

mengevaluasi implementasi tarif progresif penumpukan 
kontainer yang diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok.

redaksi@bisnis.com

Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi mengatakan bahwa evaluasi itu 
guna mengetahui sejauh mana penerapan 
tarif progresif hingga 900% dari tarif dasar 
bisa memangkas waktu inap barang di 
pelabuhan (dwelling time).

“Kemenhub akan kaji dahulu sebelum 
evaluasi tarif progresif penumpukan ini 
tepat sasaran atau tidak dengan dwelling 
time,” katanya saat berkunjung ke PT 
Jakarta International Container Terminal 
(JICT) di kawasan Pelabuhan Tanjung 
Priok di Jakarta Utara, Kamis (5/4).

Sejak 2016, Pelabuhan Tanjung Priok 
memberlakukan tarif progresif hingga 
900% dari tarif dasar penumpukan 
pada hari kedua dan seterusnya. 
Operator pelabuhan menggratiskan biaya 
penumpukan kontainer hanya untuk 
hari pertama. 

Tarif dasar penumpukan kontainer 
ukuran 20 feet di Pelabuhan Tanjung 
Priok berlaku sebesar Rp27.200 per 
boks, sedangkan kontainer ukuan 40 
feet berlaku Rp54.400 per boks. 

Bila kontainer menumpuk hingga 
hari kedua di Tanjung Priok, pemilik 
barang akan dikenai biaya Rp244.800 per 
boks ukuran 20 feet sedangkan ukuran 
40 feet dikenakan biaya Rp489.600 
per boks. 

Menhub juga memberikan batas waktu 
1 bulan kepada kementerian dan lembaga 
(K/L) untuk untuk membenahi karut 
marut pengelolaan layanan pelabuhan 
tersibuk di Indonesia itu. Selama ini, 
banyak pelaku usaha mengeluhkan 
layanan di pelabuhan itu. “Saya kasih 
waktu sebulan harus beres. Tadi saya sudah 
mendengar semua keluhan pengguna 
jasa,” ujarnya.

Budi Karya menegaskan mayoritas 
keluhan pengguna jasa di pelabuhan itu 
yakni menyangkut layanan pemeriksaan 
fi sik kontainer yang wajib dilakukan 
oleh petugas di Pelabuhan Tanjung 
Priok.

“Kita sudah minta agar ditambah SDM-
nya dan juga diperluas fasilitas untuk 
pemeriksaannya,” ujarnya.

Menhub juga berjanji segera menin-

dak lanjuti bahkan menghuhungi K/L 
terkait yang terlibat dalam proses layanan 
ekspor impor di pelabuhan.

Dalam kunjungan Menhub terungkap 
waktu inap barang atau dwelling time 
rata-rata di Pelabuhan Tanjung Priok 
mencapai 3,5 hari.

Sementara itu, Presiden Direktur 
JICT Gunta Prabawa menyatakan tidak 
keberatan dengan rencana penghapusan 
tarif progresif penumpukan sepanjang 
batasan yard occupancy ratio (YOR) di 
terminal kontainer dikembalikan lagi 
mengacu pada ukuran 65%. 

Saat ini, dia menilai relokasi kontainer 
mengacu batas waktu maksimal 3 hari 
setelah barang menumpuk di pelabuhan.

“Kami rasa nggak masalah kalau 
dikembalikan batasan YOR terminal itu 
65%, bukan mengacu pada hari maksimal 
3 hari,” ujarnya.

KLASIFIKASI IMPOR
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea 

dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Dwi 
Teguh Wibowo menyatakan kontribusi 
importasi terhadap angka dwelling time 
di Priok saat ini diklasifi kasikan oleh 
jenis importasinya.

Untuk kategori importasi jalur prioritas 
(MITA) berkontribusi 32,4%, untuk jalur 
hijau 57,26%, jalur kuning 4,98% dan 
jalur merah 5,36%.

Kepala Balai Besar Karantina Pertanian 
(BBKP) Pelabuhan Tanjung Priok Purwo 
Widiarto mengatakan instansinya sudah 

menerapkan inhouse system Indonesian 
Quarantine Full Automation System (Igfast) 
untuk percepatan layanan pemeriksaan 
karantina.

Selain itu, imbuhnya, telah dilakukan 
tindakan karantina di luar pelabuhan 
untuk media pembawa karantina dengan 
tingkat risiko tertentu.

“Kami juga melakukan pengeluaran 
komoditi dengan risiko sangat rendah 
dari harmonize system atau HS code,” 
ujarnya.

Pada 2017, dia menyebutkan BBKP 

Pela buhan Tanjung Priok melakukan peme-
riksaan sebanyak 72.280 boks kontener 
impor yang wajib periksa karantina atau 
hanya 1,5% dari seluruh kontainer impor 
yang masuk Priok sebanyak 5,18 juta 
boks.

Selama triwulan pertama 2018, instan-
sinya sudah melakukan pemeriksaan dan 
pelepasan terhadap kontainer impor yang 
wajib periksa karantina mencapai 38.822 
boks kontener dengan perincian Januari 
11.459 boks, Februari 12.081 boks dan 
Maret 15.282 boks.

Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik 
dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI 
Jakarta Adil Karim menyatakan Kepala 
Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok harus 
berani mengimplementasikan Permenhub 
No. 25/2017 tentang batas waktu penum-
pukan barang maksimal 3 hari di empat 
pelabuhan utama.

“Saya juga heran kenapa kantor OP 
Priok ngak berani implementasikan beleid 
itu. Aturan ini kan pak Menhub yang 
buat kalau nggak bisa dijalankan ya 
dicabut saja aturannya,” ujarnya. (k1) 
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Bisnis/Yayus Yuswoprihanto

Presiden & CEO Citilink Juliandra Nurtjahjo (dari 
kiri), Chief Financial Officer Fransetya Hutabarat, 
Chief Commercial Officer Andy Adrian Febryanto 

dan Chief Operation Officer Capt. Arry Kalzaman 
Sudarmadji membaca koran Bisnis Indonesia saat 
kunjungan ke kantor redaksi di Jakarta, Kamis (5/4). 

Citilink Genjot Bisnis Kargo
JAKARTA — Maskapai Citilink Indonesia 

optimistis mampu meraup pendapatan dari usaha 
kargo hingga US$112 juta sepanjang tahun ini.

Chief Commercial Offi cer Citilink Andy A. 
Febryanto mengatakan keyakinan tersebut ditunjang 
oleh keberhasilan perusahaan memperoleh lisensi 
pengangkutan baru yakni kategori barang berbahaya 
(dangerous goods). 

Adapun, Citilink Indonesia merupakan perusa-
ha an maskapai kedua di Indonesia yang telah 
mem peroleh lisensi untuk mengangkut barang 
berbahaya setelah Garuda Indonesia.

“Kami optimis, kargo bisa mencapai 14% dari 
total revenue perusahaan,” katanya saat berkunjung 
ke redaksi Bisnis Indonesia, Kamis (5/4).

Pada tahun ini, dia menargetkan total pendapatan 
Citilink mencapai US$800 juta. Pendapatan tersebut 
meningkat hingga 17% dibandingkan dengan 
realisasi pendapatan sebesar US$680 juta pada 2017.

Andy menambahkan perolehan lisensi barang 
berbahaya tersebut mampu mendongkrak penda pat-
an. Adapun, barang yang akan diangkut meng gu-
nakan lisensi tersebut antara lain baterai lithium.

Kategori dangerous goods adalah barang 
berbahaya bagi penerbangan dan diperlukan 
penanganan khusus. Lisensi tersebut dibagi 
menjadi sembilan kategori utama yakni Kelas 
1 untuk barang yang mudah meledak, Kelas 2 
untuk barang yang mengandung gas dan mudah 
terbakar, Kelas 3 untuk zat cair yang mudah 
terbakar akibat aki, dan Kelas 4 untuk zat padat 
dari serbuk (fl amable solid).

Selain itu, terdapat Kelas 5 untuk zat yang mudah 
menguap dan jika dihirup dapat menyebabkan 
mengantuk atau pingsan (oxidizing substance), 
Kelas 6 untuk barang yang mengandung racun 

(poison goods), dan Kelas 7 untuk radio aktif 
material yang mengandung helium atau merkuri.

Khusus kategori Kelas 8 untuk bahan yang 
mengandung karat (corrosive material) dan Kelas 9 
untuk barang berbahaya lain (miselenious goods). 
Adapun, contoh barang Kelas 9, yakni es kering 
padat, baterai lithium primer (non-rechargeable), 
bahan magnet, zat suhu tinggi, zat lingkungan 
berbahaya, dan asbes.

Andy menyebutkan waktu pelayanan darat 
atau transit pesawat di bandara (ground time) 
menjadi tantangan utama perusahaan dalam 
menjalankan bisnis kargo.

Dia mengatakan bahwa maskapainya hanya 
memiliki ground time selama 30 menit. Ukuran 
waktu tersebut ditentukan berdasarkan status 
Citilink yang sebagai maskapai berbiaya murah 
(low cost carrier/LCC).

“Mau tidak mau, waktu kami untuk menaikkan 
atau menurunkan barang hanya 30 menit. Itu 
yang menjadi tantangan utama,” katanya.

Tantangan tersebut akan mempengaruhi upaya 
maskapai yang ingin menggenjot pendapatan 
usaha kargo hingga US$112 juta pada tahun 
ini. Namun, imbuhnya, sejumlah strategi sudah 
dipersiapkan pihak perusahaan.

Andy menyebutkan sudah melakukan perbaikan 
harga layanan pada awal 2018. Upaya tersebut 
membuahkan hasil karena target pendapatan 
untuk kuartal I/2018 sudah berhasil dilampaui.

Dia juga menjalin kerja sama dengan induk 
perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk., berupa 
penjualan kapasitas kargo. Selain itu, upaya lain 
adalah kembali menggerakkan agen kargo di 
beberapa wilayah, serta akan mengembangkan 
produk layanan. (Rio Sandy Pradana)

 !Menhub memberikan 
waktu 1 bulan untuk 
perbaikan layanan di 
Pelabuhan Tanjung Priok.

 !Sepanjang 2017, Balai 
Besar Karantina Pertanian 
Tanjung Priok hanya 
memeriksa 1,5% dari total 
kontainer impor yang masuk 
Priok.

 !Otoritas Pelabuhan 
Tanjung Priok didesak lebih 
tegas menjalankan regulasi.
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